
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Aspek hukum perjanjian medis antara dokter bedah plastik dan
pasiennya
Carolina Kusuma Wardani, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204667&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dewasa ini perkembangan dunia kedokteran semakin bertambah pesat sehingga tidak saja berfungsi dalam

hal penyembuhan namun juga memberikan suatu peluang yang positif terhadap dunia kecantikan. Salah

satunya ialah bedah plastik. Dulu suatu tindakan bedah plastik selalu dikaitkan dengan suatu keadaan di

mana pasiennya menderita suatu indikasi medis sehingga memerlukan penanganan bedah plastik. Namun

dunia kedokteran kini tidak lagi hanya berfungsi apabila adanya indikasi medis, tetapi juga dapat berfungsi

sebagai penambah daya tarik kecantikan seseorang. Bedah plastik mempunyai suatu karakteristik yang

khusus misalnya dalam hal bedah plastik estetik yang berbeda dengan tindakan medis lainnya. Hal ini

disebabkan karena bedah plastik estetik lebih mengutamakan kepad suatu hasil kerja dari dokter bedah

plastik yang bersangkutan (Resultaatverbintenis), walaupun memang bedah plastik rekonstruksi merupakan

bedah plastik yang lebih mengutamakan daya upaya atau usaha maksimal dari tindakan dokter

(Inspaningverbin tenis). Dalam hal bedah plastik ada beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti tidak

ada pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan

bedah plastik. Hal ini menyebabkan banyak dokter yang mengklaim dirinya mampu Bentuk melakukan

bedah plastik. Misalnya saja selain dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis mata, dokter spesialis kulit

dan kelamin serta dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), namun hanya sebatas kepada

bidang spesialisasinya saja. Kemudian permasalahan lainnya ialah apabila seorang dokter melakukan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun wanprestasi yang biasanya disebut dengan Malpraktek. Apabila

terjadi suatu tindakan malpraktek dalam bidang perdata, maka dapat diselesaikan baik melalui pengadilan

maupun diluar pengadilan yaitu dengan cara musyawarah serta dapat diadukannya permasalahan kepada

organisasi profesi yang terkait yaitu MKEk (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Beberapa permasalahan

tersebut di atas dapat dicegah ataupun dikurangi dengan cara diberikannya penyuluhan kepada masyarakat

mengenai bedah plastik secara lebih menyeluruh serta perlunya tindakan tegas terhadap para pihak yang

tidak berwenang untuk melakukan bedah plastik, sehingga malpraktek dalam tindakan bedah plastik dapat

dikurangi dan masyarakat dapat lebih terlindungi.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204667&lokasi=lokal

